BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 0O TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAINNYA

Menimbang

DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- a.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

bahwa dalam rangka penataan dan penyesuai serta
perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara serta untuk
lebih memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah
daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta penguatan
otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara
maka perlu dilakukan penataan kembali atas
susunan organisasi dan tata kerja organisasi
perangkat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
bahwa organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan
b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,



10.

11

12,

13.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 ahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Urusan Wajib dan
Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Dan

BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA
LAINNYA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

N

Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa

Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.

Tenggara selaku Pemimpin Sekretariat Daerah dan pembina pegawai
negeri sipil di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disebut LTD, adalah unsur
pelaksana tugas tertentu karena sifatnya tidak tercakup pada
Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Inspektorat Daerah adalah unsur pelaksana pengawasan.

Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional
keahlian dan atau Jabatan fungsional Keterampilan yang mempunyai
fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan
salah satu tugas dalam pemerintahan.



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat Daerah, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan

Lembaga Lainnya.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Lembaga lainnya
sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

a.

=

[
H

Inspektorat Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD);

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL);

Badan Ketahanan Pangan (BKP);

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD);
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A);
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP);
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(BPM-PD);

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD);
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

(2) Lembaga lainnya terdiri dari :

a.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
(BPMPPSP);

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BP4K);



d. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP);
e. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Minahasa
Tenggara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Inspektorat Daerah

Pasal 5

(1) Inspektorat Daerah, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan.

(4) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.

(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Ingsung
kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan
dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 6

(1) Badan Perencanaan Pembngunan Daerah, merupakan unsur
perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



(2)

(3)

(1)

Badan Perencanaan Pembaangunan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
pembanguan daerah; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Badan.

Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya

Pasal 7

Lembaga Teknis daerah Daerah dan Lembaga Lainnya, merupakan

unsur Pendukung tugas Bupati.

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya mempunyai tugas

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di

bidangnya..

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan

d. Pelgksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.



(4) Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya berbentuk badan,
kantor, Satuan, rumah sakit dan Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI;

(5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala
Badan, yang berbentuk Satuan dipimpin oleh kepala Satuan, yang
berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, Yang berbentuk
Dewan Pengurus dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengurus dan yang
berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur.

(6) Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Kantor, Direktur dan Sekretaris
Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

BAB IV
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretaris,

Inspektur Pembantu

. Kepala Sub Bagian;

Kepala Seksi;

-0 a0

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi Badan

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris;
c. Bidang;
d. Sub Bagian dan Sub Bidang; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi SatPol-PP terdiri dari:
a. Kepala Satuan;
b. Kasubag Tata Usaha;
c. Kepala Seksi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi SatPol-PP ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi Kantor
Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :
a. Sekretaris;
b. Kasubag; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13
Bagan Struktur Organisasi Lembaga Inspektorat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
sampai dengan Lampiran XVI.

BAB V
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14
(1) Inspektur Kabupaten, Kepala Badan dan Kepala Satuan adalah
Jabatan Eselon IIb.
(2) Sekretaris pada Badan/Satuan, Inspektur Pembantu, Kepala Kantor,
adalah Jabatan Eselon Illa.
(3) Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala
Bidang pada Badan/Satuan adalah Jabatan Eselon IIIb.
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor dan Kepala
Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

Pasal 15
(1) Inspektur Kabupaten, Kepala Badan dan Kepala Pelaksana diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.



(2) Kepala Satuan, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala
Sekretariat, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati atas usul Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan
kewenangan Bupati.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16
Pada masing-masing Badan dan Kantor dapat ditempatkan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan sesuai kebutuhan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan satuan kerja harus
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Inspektorat, Badan
dan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
tugas dan fungsi bawahannya masing-masing, serta memberikan
bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan pekerjaan oleh
bawahan.

(3) Setiap pimpinan unit dan satuan kerja wajib mengikuti dan memenuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing
atasannya serta menyampaikan laporan kepada atasan sesuai
kebutuhan dan waktu yang telah ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai ketentuan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.



(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2007 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara, Peraturan Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggaran Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan
Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor
7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah
Nomor 07 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 2¢  Oktober 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

e

/
f :
JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MINAHASATENGGARA,

% I .

B A. TINUNGK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014

NOMOR g SERI



dVANINNS STNVL

‘VIVOONIL VSVHVNIN ILVdNd

e R S
NV LVIVIVASVINE VAVAY NV.LVAVIVASYINTA NV IVIVAVASYINGY
| onvaig HVINRIEWEd ONVQIE HVINRIAWAD | __ BNV b
SVMVONZ ISES T SYMVONAEd ISYES et ol coca b
SVMVDNEd ISYAS SYMVDNE ISYES

NVHV.INIMHNHd

NVHV.INIIENH NVHV.ILNIRNANA]

NVHVINENId

DNVAIE HY.LNIAHNId et DONYAIE HY.LNHNANA] — DONVAIF HVININIINEJ — v ==
SYMVONAd ISHES SYMVDNEJ ISHMIS SYMVONE ISIAS OM<WM%¢MWZMM%@E
NVNNONVENED NVNIONVENAL NYNNDNVIWNID NYNNONVIWAD
DNVAId HY.INIJIWNAd ] DNVYUIE HY INIAHIWNHd = DNVAId HY.INIMENHL = ONVAIg HYLNIHNAWNAT  —
SYMVONEJ ISMHES SVMVYODNI ISMES SVMVONHJ [SHMES SYMVONE ISMNES
[ _— . _
Al HYAVTIM 1l HYAVTIM 11 HYAVTIM I HYAVTIM
NINVINEId 3NLHEINI NINVIINEd dNINHEINI i NINVINEd d4NILAITINI NINVHWAd dNLAIINI
l | ] J
AV ISVATVAG NVYNVONTHEd —_——
NVIDVE €NS | NiENEEIS TVNOISDNNA
| : I NVLVAVYE X0dINOTEN
_ —
SRIV.LHANHES
1
|  dNIMALSNI

VIVOODNIL VSVHVNIN NILVINIGVH
HVIAVA LVIOLIAdSNI
ISVSINVDIO dALMNALS NVOVE I NVIIdINVT



dVANINNS SHINVI

‘VIVOONAL VSYHVNIN ILVdnd

HVAVIIM DNV VIVL NV
Zﬁ%%wmﬁaw Mﬁf%%ﬁﬂ,%m%«ﬁ — NYNANANEIEN LYV . T — - VHVSN VINACT Nvd ISVAE40N ‘vramd |
HDN g NVYHILHYMISEY ‘MNIVEVAY DAVAIE HNS . i e VOVNEL ‘KVD YOd3d ‘RILSMNANT
NY O 118 % NVIIANE “VNVAVSYd ONVAIE 208 R e
ALLSILV.LS Nva e VIVSIMEYA NVO NVVAVOETY TVIS0S  frmed dNAIH NVONIIONIT ] Slblhad VAN SIHRUONEAL o R
NVILITENEd ONVAIG €08 ‘NV.LVHESIY ‘NVIIQIONES DNYAIE N8 (SH TR NNV R s s Ny
ONYOIE NS
MILSILVIS vAVaNd NV YNVHYS STy { InONOSIE NVNNONVENEd
J_<Q NVONVEINIONAL TVISOS ¥NLVIVdY VAV JEENAS NYNNONVENE NVVNVONHIHI
NVILITANHd DNVAId NVNNONVENEd DNVAIG NVYNYONENEd DNV AIE DNvVdIg
L | | J
NVIVMVYOIIEN NYJ 1 | |
NVONVNEA 1 nvavsionNaTEd ‘wnnn 1 ] l
NVIOVE NS NVIOVE €n§ TVNOISDNNJA
I T NVLVEV A0OdINOTAH
]
1 STAV.LHANHS
4
E

NVavd vivdas

VAVOODNIL VSVHVNIN NILVINEVH
HYVJAVA NVNNONVENId NVVNVONITAAL NVAVd
ISVSINVOYO ANLANALS NVOVE

II NVIIdINVT




dVANINAS STNVL

‘VIVOONIAL VSYHVYNIN 1LvVdNd

TYNOISDNNA

JYTIa ONYAIE gnNs

NV.LVEVr
ISVININ DNVAId NS

TVANLANALS

JVId DNVAID 918

NYVAVONHd NVA
ISYIWHO4d DNVAIFG 918

LVTHIA DNVAld

IVMVDEd
NVONVHWNHDONId DNVAIG

|

NYVIHLHVASHEN p
DNVAIg dNs

NNISNEd NVA NYIPYODNAJ
‘NYLVIONVIEN
DONVAIG NS

Hdd NVT WNMNH —
DNVJId gns

|

IVMVDEd
ISVALSININAY DNVAI

IVMVDEd
WNAN NVYNISNA
DNVAg

NVONVNEA
NVIDVd dNS

Wnmnn
NVIDVYH NS

J

SRIV.LHAMNHS

...................................................................

NVAavd vIvdad

VAVOODNIL VSVHVYNIN NILVdNEVH
LVINIA NVA HVAIVA NVIVAYVDIAJEN NVavd
ISVSINVDAO ANLINALS NVOVE

NVLYEYD IOdINOTEN

TYNOISONNA

III NVIIdINVT



dVANIINNS SHNVE

‘VIVOHONAL VSVHVNIN ILVdNd

R N——
HMLNOd
| M113NOM NIW3rYNYW Nva TWNOISYN NYYQOVdSYM3I VAVANE NVQ 1SYISILYYd
| ELIVE!
| NYNVONVYNId ONVOI8 8NS 19010301 ONVAIE NS | zMozz,Mum_w%m i =
NVYHVOINYOUYMIN CWOWA NVHINED
NVQ NYNYYHYEW3Id NYQ NYLYMYHYASYINT
MITANOM z<x<wwozwn_ NVVSONVEIN 1 ISYSINVONO "MILITOd IV.LHYd
18 8 — ‘NYYOVENI 13N N =
e NVSYMYM ONVQIE NS B s ThArH
MIN3INOM w_
_ VSONvE
NYNYONYNId NV _
1 NYHYD3ON3d ONVQIS | NVNLlvS3X ONvaig MIL110d ONvaIg
i
NVONYNIN WNnN
NVIOVE 8NS __ NVIOVE 8nS TVYNOISONNA
_ I NVIVEVI YOJNOTAY
SIHVY.LIYUM3S

Nvavea vivd3aM

VIAVODNIL VSVHVYNIIN NILVANIVH
AILI'TOd NV VSDNVE NVALVSEY NvVavd
ISVSINVDUO ANLANALS NVOVE Al NVIIdINVT




dVANTNNAS STINVE

‘VIVOONAL VSYHVNIN LLVdNg

%ﬁﬁ I Bk TRt SR
NVONVd NVVOVENITE TVIOT |
NYONVENIONEd — ﬂm@%&wﬂﬁm«m%ﬁﬁ e NVONV NVONVENIONEd f— | NVDNVd -
ONVAIE €08 DNVAIE €08 | 1snanriLsia onvaig ans
2 po R —
NVONVd NVNVHV.LEN NYONVd ISWASNOM m
WHLSIS NVONVEHWHDNAEd [ NVONVd NVVAVdSYMEIT NVINVOVAVIANYONId — | NVONVd NVVIAQASIALEN
ONvdId 8ns ONvdIg dns DNVAIL NS DNVaId €ns
NVONVd 1 NVONVd ISINAOAdTS NVONVd
NYYOVEWATES ONVAID | nvvavasvmast onvaig ISNASNOX DNVAIg s N
b
| | ] y ]
| NvdvMONITIEd NVIVMVOHAJEN : _ _
{ /Nvonvnad _M NVa E@coﬁmﬁﬁm _ _ _
NVIDVE €9NnS WNN NVIDVE €NS 1ove TYNOISDNNd
: : NVLVEY YOdNOTEYN
SIAV.LHANES
NVAavd vIVvddi

VIVODONIL VSVHVNIN NALVINEVH
NVONVd NVNVHVLAM NVAVve

ISYSINVDIO VNLINALS NVOVE A NVAIdINVT



dVANINAS SHNVE

‘VIVOONIAL VSVHVNIN ILVdNE

NV.LYINVOHA 1A

Ld 1

VL R IE A LI R e s e s e g e e
_ VOAVNTEDI | Nvinananadas vanva
NVIVIIDONED £ : | ISINAONdE ,“_
TR e ol N EQ(OV%H QMMMMMQEE oo ol <m34zwzmw meﬂmzmm_mm -
-
{VouvNTE NYNVHVLEN NVA NVINANANAITS
ISV OANI - ] YNVONENEE
NVVAELHY (ASEN | e
NVQ V.Lvd ONVAIE 80§ ONVAIE €N | vouvniay onvaig ans o %Mwaﬁ Mmmmmkama
1 q
_ e i _ }
Zééﬁwﬁmuzmm NVd VOIVNTEM NVYAVAQIISNGd NVLVHESHH MNANANAd
ISVIOAQV ISVINHOANI NVd VIELHVMES NVJ YNVONHMIA NVITVAONAIONHEL
‘YLvd DNvalg | YORIVATEY DNVAIE VOAVATEM DNvVAIld DNvYAlg
1 | ] ]
NVdVIONITIE NVIVMYDEJEN NVIOdV1ad NVd I T 1
/ NVONVNEN NVd ‘NVVNVONZNAd I i _
NVIOVE 9NS IWNNN NVIOVE NS NVIOVE 9nS IVNOISDNNA
: | NVLVEVL YOJNOTEN
STAV.ILHINHS
NVAavd vivdai

HVIIAVA VNVONTIEE VDOAVATIN NVA NYVINANANTIdTA NVavd

VIAVODONIL VSYHVNIIN NFLVdANIGViH

ISVSINVODIO ANLIANALS NVOVE

IA NVIIdINVT



dVANTNNS STNVE

NVIVINVOEH Id .—-n

‘VIVODNIL VSVHVNIN 1LVdNd _ Ldn
VSITYNY NVONMIONIT NVNIWENEd dNdIH
— L NV TVISOS MO fem SVYLITVNY NVLVIONINGd |
i e § RVEVIYG DEV@EEne ISVAISIINVd DNVAIE 818 | DNVAIE €08
TP e e e T e P e e o e e e e
JIVHbCRId hvd — i = wme EDZ«WW%% HWMM¢Z¢ —
NVIVOIEEY ONAIF gns ISYMOAQY DONVAIF dNS m DNd HNVAIE gns ONYAIE gns
! TNTWVA_ VAV
NVOdVTad MVYNY 1 ©nd Nva NYOdINT¥Ed __ NVVAVAJEgNad
NVQ ISYNTVAZ DNVAIE NVDNNANITIEd ONVAId | Isvdisiivd oNvalg ] o
| ] | ] ]
NVdVIONITIHD NVIVMVDAITEN NVIOdV13d Nva r T 7
/ NVONVNEN NVd ‘NYYNVONIIHL _ﬂmon mozam ]
NVIOVE 608 WNNN NYIDVE 8ns NVIDVE NS
_ _ NVLVEV YOdNOTEN
SIAV.LHANHES
- et o
NVAVed VIVdIA

VIVODDNIL VSVHVNIN NILVdNEV
MVNV NVONNANITIAd NV NVAdINITIITd NVVAVAIETEINEd NVAVE
ISVSINVODYO ANLINALS NVOVE ITIA NVIIdINVT



dVANINAS SHNVI

‘VAVHOHNAL VSYHVNIN 11LvVdNg

NYWVL NYVAVOIEENEd NYd
NVONNANITIHd ONVAIE gnNs

w . —

NVINV.L
NVINLVONId DNVAId NS

HVdINVS NVVIOTIONAL
DNVAIg ans

i et

IWNNN NVHISY¥EgGdX
DNVAId gns

NVNVINV.LIdd DNVl

NVHISHEHdEX DNVAId

NVONMMONIT
NYAVSNAHN NVA NVIVINHONEd
NYTTVONHONHd DNVAI dNS

ISVITVAYH NVQ YSITVNVY
‘NYNVINVINID DNVAID €9nS

e

NVHITNWAEd
NVA NYI'TVONIDNId
NYSYMVYDNHd DNVl

SVLISYdYX
NVJ NVYOVEINTTE
NVONYHNHONHJ
DNYdIg 9ns

e

TVANY
DNVdIg dns

NVONNMONIT IVdNVA
NVHVOHONHEd VSITVNV

DNV
_ _ _ |
NVONVNE WANN t t ¢
NVIDVE NS NVIDVH dNS TYNOQISONNA
_ I NVYLYVEY IOdINOTAM
I
SIAVLANNAS

NVAvd VIVdds

VIVOONHL VSVHVNIIN NHLVdNIV

NVNVINVLYEd NVA NVHISYIIEN ‘dNdIH NVONNMDNIT NVave

ISVSINVDYO dNLINYLS NVOVE

[TIA NYVAIdINV']




dVANTNNS STNVL

|k\|\\|h|\..\h|\\|n“-

‘VIVOONAL VSVHVNIN ILvVdNd

e
vsdd
NYVOVENITIN NVONIEWIE NYd

e e
VNND LVdHEL
ID0TONAHL NYLYVAVIVASVINGd

VSO NYWIMNWHL
NVA NVDNOMONIT NVVIYNId NvVd

T

LVAVHVASVIA ISVALLOW

NV NVIPYAONHL ] NYO NVTIJWYALIAM -
NYDNVHWNIDNId ONVJIE dNS VINVS Vs DNVAIE 808 YNVHVSVEd YNVIVYE ONYAIE NS NY.LVMONINGd ONVAIg 9ns
i
DNVHWHMSNIN
NYHVENTE NVA VSiId YIAE VOVNAL VLEES NV NYHVENTEIN/ 'VEIa | QUM¢DWMM NVVAHLHV[HSEM
ISMNAOND NV NVLIQHEINEHd NVVENOTIEL ‘NOVINAL NYSY MV YLIVIONINAd Ty
ISVALSININCY DNV EIS NVNOONVENEd ONYAIE 908 NYYAVONAGWEd DNVAIE 908 DNVJIF NS
1 vNND LYdaL IDOTONYEIL NVA YSEd NYIWDINWED NVYLYNEd
vsdd § LVIVHVASYIN INONOME VHVSN NV VSEd VAVA YEENNS L3N zm%%mﬂ%mwwﬁm LA
NVHYINIHNINId DNVAId 1 NYVAVQuEENEd DNYAIE NVYYAVONEEWNEL DNVAIL e
l | 1 |
| T
NVONVNEH WNNN _ 1 “
NVIOVE 9NS NVIOVH 808 TVNOISDNNA
T I NVILVEVY MOdINOTHA

SIAV.LAINHS

NvVavd vivddi

VIVOONAL VSYHVNIIN NILVdNIVA

ISVSINVDIO ANLHNULS NVOVE

............................................................................................

VSAd NVHVININANAd NVA LVIVIVASVIN NVVAVAATEINId NVAVE

XI NVAIdINVT




dVANANNS STNVL

‘VIVDONAL

VSVHVNIN ILVdNd

andg ISVOQTVARE
NVJ NVSNdVHONAd
‘NYNVJIWIANE] DNVAIE 9nS

- NVONVNEN
1 NVa0dV1ad ONVAId 9ns

HVAAVA AI'TIN DNVEVE
NVIOdVTad DNVAIG dNs

DONRIOLINOW DNVJIF dnNs

HVYdva
AI'TIN DNVEVE DNVAIg

t— NYONVNEA ISVOTVAT NVA [

NVVIVHVONHdAHEd —

ONVAId dnNs

SV NVITVAONIONId —

DNVdId gns

NVVIVHVANIHIId
DNVdId

1

| NVAVDONV NYNNSNANEd f—r
] DNVAIg g0S

NVAd NYI'TVONEDNId =
DNVJI" gns

NVIVODNY ONVAId

1 NvIvMvOEdEs

|  NvvnvoNmuad
NVA WNNH { Nva NvONVNEI NVA WANA
NVIOVE 9§ NVIOVE €08 NVIDVE €08
[ J
i
SIRIV.LHINES

NVAavd vViIvdasi

VAVODONIL VSVHYNIN NALVdNEVI
HVIIAVA MI'TIN ONVAVE NVA NVONVNEH VIOTAODNId Nvaved
ISVSINVDYO dNLINALS NVOVE

1 1 1

| ] ]

TVNOISONNA

NVILVAV ¥OdIWOTEA

R P T L L N LTI

X NVAIdINVT




dVANINNS SHNVE

ISV OANI [SISNV NVONVENEONEL
NVAd NVNVAVT ISMAS NV NVVIOTADNA Nvd
ISVN'IVAE ISMAS
[ ]
| 1 |
) e
IVNOISDNNA
s —— L
! VHVSN
1 VLV.L OvdNsSvi
) l
JdOLNV VIVdAdN

VAVDONIL VSVHVNINN NILVdNIVH
NVVIVILISNdIEd NVA dISYV JO.LNVY
ISVSINVDYO 3dNLINYLS NVOVE

IX NVIIdINVT



dVANINNS SHNVE I

s

‘VIVDONIL VSVHVNIN ILvdNd .

T— _wq._.v"Sz ——
NYONYBNIONId
NYQ NYIFYMON3Id —
ONvalg ans
T
i ISVYLSIANI YINYSVYIEaM
SINM3L WIL SINM3AL WIL SINMIL WIL NYQ ISONONd —
i ONYQIg ans
NVNIZId3d NON NYONVOYQY3d Nva
HYH3va XTI NYQ VSYI NYNIZIH3d I4LSNCONI NVYNIZIM3d IVAOW NYINYNVYN3d
ONYHYE ONVAIE V1vdaM NVYNVAYTI3d ONVQIg i NYNVYAYI3d ONValg ONVaIg
NYdYNONITH3d
NYYNYONIH3d NYQ WAWN
NVIOvE 8Ns NVIOVE 8ns TVNOISONNA
| | NVIVEVI IOdNOTIN

_ _
SIHVYL3IYUM3S

Nvave vivdam

VAVDONIL VSVHVNIIN NILVdNEVH
NLNId NLVS NVNIZINEd NVNVAVTIEd NVA TVAOIN NVINVNVNAd NVAVd
ISVSINVDYO dNLANALS NVOVE IIX NVIIdNVT




dVANINNS STNVL

N ey

‘VIVOONAL VSVHVNIN 1LVdNd

ISYINOJNI
| Nva NVNVAVT ONVAIE €08

1 NVANWIVEEY NVENON LVNAVa
1  NVNVONYNEJ DNVaIE 8ns

[SANALSNOMHA NVA
ISVLITIHVHHEY DNVAIF gN§

o et

VYNVONEE NVEIOH
NVN.LNVdE DNVJIF 9ns

{

E

IWVAYIWHd DNVAId

m NVIVIVED

|

]

ISANALSNONMHA NVA
ISVILI'TIIVHEY DNVAId

m MLLSIDOT ONVAId 9Ns

e =

VNVONEH NYNVONYNAd
NVQ LYSOEVA dYOONVL
OQNVINOY DNVAIE 8NS

NVYOVISIVISTI
DNVdIg ans

VYNVONHYE NYHVOIONAd

DNVYJIg ans

= el
ALLSIDOT NVd
NV.LVINAVAEN DNVAIL

.
NVVOVISdVISHY

NVO NVHVOHONAL
DNVAId

T

NVONVNIEN
NVIOVE dNs
I

i INNIAN
! NVIDVH NS

SIdV.LHINAS

agdd

VNVSHVTAd VIVdEA

HYVIVONId

J

NVAavd vVIVddia

VAVDONIL VSVHVYNIIN NALVdNEYVH
HVJHdVd VNVONJE NVONVINDONVNId NVaAvd
ISVSINVDYO dNLIANYLS NVOVE

IITX NVIIdINV'T



dVANANAS wmﬁ\\\\ -

b _

‘VIVDONAL VSVHVNIN ILVdNdg

S i
ISYINHOSNI Nvd NYNYLNHIY NVQ NYYNE3L3d HIVINANY NYNYLAHSY NYQ NYNYMINTD
ISYHINAWON 'NYHATNANId NYNYYIHTId ‘NYINYLH3S NV NVAVTEN INVLEd ‘NYINYLHEId NYHNTNANSd
NWYNYAY13d ONVAIE 120M0ONH3L NYDNYEWIONId VHVYSN NYVELINEY NVJ YNYHOOHd WYHD0Hd
NYQJ L¥T+I0 DNYaIE NYVOVEWITIN DNVl SNvaIg

NYONYNIA WNAIAIN

NVIOVE ans NVIOVE 8NS

TVNOISDNNA

_ . _ NVLVEYT YOJNOTEY

m .. _
SIHV.LIEUN3S

i

NVave VIvdar

VAVOONIL VSVHVNIIN NILVdNIVYiH
NVMVNYILAd NVA NVNVIINEd ‘NVINVLIEd NVHOTOANId VNVSMVIdd Nvavd
ISVSINVDAO ANLIANALS NVOVE AIX NVIIdINVT



dVANIINAS STNVL

‘VIVOONAL VSVHVNIN 1LvVdNd

| Nvivmvoas

dd TOd.LVS dN

LYIVIVASYIN ]
{ NVDNNANITIEd NVHILIENEd NVd TYNOISDNNA
1S34dS { NN NVIDVE ISHES NVSYMVONHAL ISHEAS TYNOISVEJO ISHAS ave j0od
[ _ .
VHVYSN
1 VLVL Dvdnsvi

NVOQLVS VIVddM

VIVOODNIL VSYVHVNIN NHLVdANEVH
VIVid DNONYVd ISI'TOd NVALVS
ISVSINVDIO ANLIANALS NVOVE AX NVAIdINVT



dVANTNAS SENVL

Y

‘VIVODODNIL VSVHVNIN ILvdNd

TVISOS NVd

1 WNMNH NVALNYY INES ‘VOVIHVIO
1 ‘YHVYSN NYIOVE NS . NVIDVY dNS

VYINVS VUEM NVA

| wnwn Nviova ans

TYNOISDNNA
gV I0dN0TaN

LVIAVILIINES
VIVdai

VAVOONIL VSVHVNIN NILVdNIVH
RIdYON SNAUNDNId NVMIA LVIIV.LIINTS
ISVSINVDYUO ANLINALS NYOVE

IAX NVIIdAVT



